PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 89 TAHUN 2006
TENTANG
PANI TI A URUSAN Pl UTANG NEGARA

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :

a. bahwa untuk neningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas
pengur usan Pi ut ang Negar a, di pandang perl u unt uk
menyenpur nakan bentuk, susunan dan hal-hal lain tentang

Panitia Urusan Piutang Negara sebagai mana ditetapkan dal am
Keput usan Presiden Nonmor 11 Tahun 1976 tentang Panitia U usan
Pi ut ang Negara dan Badan Urusan Pi utang Negar a.

b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nonor 49
Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Uusan Piutang Negara;

bent uk, susunan, dan hal-hal lain tentang Panitia U usan
Pi ut ang Negara harus di atur dengan Peraturan Presiden
C. bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di maksud pada

huruf a dan huruf b, perlu nenetapkan Peraturan Presiden
Republ i k I ndonesia tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Mengi ngat
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nonor 156, Tanbahan Lenbaran Negara Republik 1ndonesia
Nonor 2104);

3. Peraturan Presiden Nonmor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organi sasi dan Tata Kerja Kenenterian
Negara Republik Indonesia sebagai mana telah diubah dengan
Per at uran Presiden Nonor 62 Tahun 2005;

4. Peraturan Presiden Nonor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organi sasi dan Tugas Eselon | Kenenterian Negara Republik
| ndonesi a sebagai mana tel ah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nonor 80 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :
PERATURAN PRESI DEN REPUBLIK | NDONESI A TENTANG PAN TIA URUSAN
Pl UTANG NEGARA.

Pasal 1

Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN
adal ah suatu Panitia interdepartenental sebagai mana di naksud dal am
Undang- Undang Nonor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Pi ut ang Negar a.
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Pasal 2

PUPN menpunyai tugas nel aksanakan pengurusan Piutang Negara
yang berasal dari instansi penerintah dan badan usaha yang
secara langsung atau tidak [|angsung dikuasai negar a
ber dasar kan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Pel aksanaan keputusan PUPN disel enggarakan oleh unit
organi sasi di |ingkungan Departenen Keuangan yang mnenangan

bi dang Pi ut ang Negar a.

Pasal 3

PUPN terdiri dari PUPN Pusat dan PUPN Cabang.

PUPN Pusat ber kedudukan di Jakarta.

PUPN Cabang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, kecuali
di tentukan lain ol eh Menteri Keuangan

Pasal 4

Keanggot aan PUPN Pusat terdiri dari :

a. Waki | dari Departenen Keuangan sebagai Anggot a;

b. VaKki | dari Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagai Anggota; dan

C. Waki | dari Kejaksaan Agung sebagai Anggot a.

Waki | dan Departenmen Keuangan sebagai mana di naksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari:

a. Direktur Jenderal yang nenbidangi pengurusan Piutang
Negar a;
b. Di r ekt ur di | i ngkungan  Direktorat Jender al yang

menbi dangi pengurusan Pi utang Negar a;
C. Kepal a Biro Hukum
Waki | dari Kepolisian Negara Republik |ndonesia sebagai nana
di mmksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Direktur 11
Ekonom dan Khusus pada Badan Reserse dan Krim nal .
Waki | dari Kejaksaan Agung sebagai nana di mnaksud pada ayat (1)
huruf c dijabat oleh D rektur Perulihan dan Perlindungan Hak
pada Jaksa Agung. Muda Bi dang Perdata dan Tata Usaha Negar a.
Ketua dan Sekretaris PUPN Pusat nasing-nmasing dijabat oleh
D rektur Jenderal dan Direktur sebagai mana di naksud pada ayat
(2) huruf a dan huruf b.

Pasal 5

Keanggot aan PUPN Cabang terdiri dari :

a. Waki | dari Departenen Keuangan sebagai Anggot a;

b. Waki | dari Kepolisian Daerah sebagai Anggot a;

C. Waki | dari Kejaksaan Tinggi sebagai Anggota; dan

d. Waki | dari Penerintah Daerah sebagai Anggot a.

Waki | dari Departenen Keuangan sebagai mana di maksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari Kepala Kantor WIayah dan/atau
Kepal a Kantor Pelayanan yang nenangani pengurusan Piutang
Negar a.

Waki | dari Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi dan Penerintah
Daer ah sebagai mana di maksud pada ayat (1) huruf b, huruf c



dan huruf d, masing-masing 1 (satu) orang yang di aj ukan ol eh
Kepal a Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi dan
Quber nur atau pej abat yang berwenang kepada Menteri Keuangan.
(4) Ketua dan Sekretaris PUPN Cabang dijabat oleh wakil dari
Depart enen Keuangan sebagai mma di naksud pada ayat (1)

huruf a.

Pasal 6

(1) Pengangkatan dan penberhentian Ketua dan Anggota PUPN Cabang
di t et apkan ol eh Menteri Keuangan.

(2) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan penberhentian Ket ua/
Anggot a sebagai nana di maksud pada ayat (1) diatur lebih
| anj ut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 7

Ket entuan mengenai tata kerja dan hubungan antara PUPN Pusat
dengan PUPN Cabang di atur dengan Peraturan Menteri Keuangan

Pasal 8

(1) Biaya pel aksanaan tugas PUPN Pusat dan PUPN Cabang dit et apkan
dengan Peraturan Menteri Keuangan

(2) Ketua dan Anggota PUPN Pusat dan PUPN Cabang diberikan
honor ari um yang besarnya ditetapkan ol enh Menteri Keuangan.

Pasal 9

PUPN Cabang yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden
Nonor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan
Badan Urusan Pi utang Negara di nyatakan tetap berl aku sanpai dengan
di angkat nya Ketua dan Anggota PUPN Cabang berdasar kan Peraturan
Presiden ini.

Pasal 10
Pada saat Peraturan Presiden ini nulai berlaku, Keputusan Presiden
Nonor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan
Badan Urusan Piutang Negara di cabut dan di nyatakan tidak berl aku
| agi .
Pasal 11
Peraturan Presiden ini mnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Okt ober 2006
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.

DR H. SUSI LO BAVBANG YUDHOYONO



